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1.

BUPATI PRINCSEWU,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan Keuangan dan kekayaan Negara/
Daerah di lingkungan Pemcrintah Kabupatcn
Pringsewu, perlu menerapkan penilaian dan
pengendalian risiko dalam rangka mendukung
pencapaian ifugas dan fungsi organisasi secara
efektf dan efisien;

bahwa  berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Interm Pemerintah perlu adanva
upaya untuk meningkatkan kualitas Penerapan
Fenilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko,;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimmaksud dalsmm  hural a dan b,  perlua
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian,
Pengendalan dan Pemsantauan Risike di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu,

Undang-Tndang Nemor 28 Tahun 1999 tentang
FPenyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme [Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Momar 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
42856

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembamn Negara
Republik I[ndonresia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Eepubilik Indonesia
Nomor 4335);



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelulsan dan Tanggung Jawab
Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomoer 4% Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tarmbahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenlukarn Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Namor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang
Femerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Numor 244,
Tamnbahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 58587) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Teahun 2015 (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Memerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Reputblik Indonesia Tahun 2003 Nomor
165, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor &0 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 ‘Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Femerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 6041);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tenlang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 [Berita
Negara Republik Indeonesia Tahun 2011 Nomor
3010);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan FPemerintahan Daerah Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1608);

16. Peraturan Daersh Kabupaten Pringsewu Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkar Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pringsewu Tahun 20316 Nomor 16);

17. Peraturan Dupati Pringsewu Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah, Xedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan
Talz Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwsakilan Rakyat Dacrah, Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati
{(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN,
PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKQ DI
LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN
PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Hupati ini, yang dimaksud dengan:
L. Daerah adalah Kabupatzn Pringsewn,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara,
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Mringsewu.



10.

11.

Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah
Kalu palen Pringsewe.

Crganisasi Perangkat Dazerah yang selanjutnya
disinghkat OPD adalah organisasi pada Pemerintah
Daerah vang bertanggungjawab kepada Kepala
Dacrah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di dasrah.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjuinya disebut Kepala OPD adalah pejabat
daerah yang memegang jabatan Ketua sesund
peraturan perundang-undangan.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya =suatu
perisiwa  yang berdampak negatif terhadap
pencapaian tujuan.

Pemilik risiko adalah Orang ataw jabatan dalam
suatu entitas yang mempunyai Kewenangan
untuk melalmkan penilaian, pengendelian dan
pemantauan risiko.

Penilaian risiko merupakan kegiatan identifikasi
dan analisis tethadap peristiwa yvang mungkin
menghambat pencapaian tujuan di tingkat
peinerintah  daerah dan  tujuan di tingkat
kegiatan.

Pengendalinn risike adalah upaya untuk
mengelola risiko vang menghambat pencapaian
tujuan.

Pemantauan nisiko adalgh proses kegiatan untuk
melihat sgjauh mana risiko dapat dikendalikan
dengan baik.

BAB 1]

TUJUANK, MANFAAT PENERAPAN PENILAIAN,
PENGENDALIAN DAN/PEMANTAUAN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan
Rigiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu bertujuan untuk:

a.

b.

meningkatkan pencapaian tujuan dan
peningkatan kinerja;

meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yvang
berlaku,

meningkatkarn pengamanan aset;

meningkatkar cfektivitas dan efisiensi
pengpunaan sumber daya orgamsasi;
meningkatkan keandalan Laporan Keuangan; dan

memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan
keputusan,



Pasal 3

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantazan
risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu memiliki manfaat untuk:

a. meningkatnys  perencanaan, kincrja, dan
efektivitas organisasi;
b. meningkatnys mutu informasi untuk

pengambilan keputusan; dan
¢. meningkatnya akuntabilitas dan governance
organisasi.

BAR il
PENERAPAN PENILAIAN, PENGENDALIAN
DAN FEMANTAUAN RISIKO

Pasal 4

Settap Pimpinan di lingkungan Pernerintah
Kabupaten Pringsewu wajib melakukan proses
Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko
dalam rangka pencapaizn tujuan,

Pasal 5

[1) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan

Risiko dilaksanakan melalui tahapan:

8. penetapan tujuan (konteks), vang dilakukan
dengan cara menjabarkan tujuan,
mendefinisikan  parameter internal  dan
eksgternal yang akan dipertimbanglan dalam
mengelola risiko, serta menetapkan cakupan
dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;

b. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan
cara mengidentifikasi kejadian, penvebab, dan
lonsekuensi dari peristiwa tisiko yang dapat
menghalangi, menusrunkan, atau menunda
pencapaian tujuan organisast;

c. analisis dan evaluasi risiko, yang dilakukan
dengan cara menentukan tingkat konsekuensi
(dampak) dan tngkat kemungkinan terjadinya
herdasarkan kriteria dengan
mempertirnbangkan pengendalian yang ada.
Kemudian dilakukan pengambilan keputusan
mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian
risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas
pengendaliannya;

d. pengendalian risiko, yang dilakukan dengan
mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian
risiko yang mungkin diterapkan dan memidil
satu atan lebih opsi pengendalian  risiko,
dilanjutkan dengan penvusunan Rencana
Tindak Pengendalian [(RTP) risiko, dan
pelaksanasn rencana pengendalian :ersebur;
dan



(2}

(3)

4

(5]

(6]

(1}

(2]

e. pemaniauan risiko, vang dilakukan terhadap
sclurub aspek dari proses penilaian dan
pengendalian risiko.

Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauar
Rigsike sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan
terintegrasi dengan Sistenr Akuntabilitas Kinerja
Inetansi Pemerintah.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada avat
(2) mempunyai periode penerapan setama 1 (satu]
semeater.

Proses penilaian dan pengendalian risiko
sebagaimana dimaksud pada avat {l} harus
menyatu dalam  budaya  organisasi dan
disesuailktan dengan proacs pengclolaan keuangan
daerah wyakni »ang terdiri dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pemeriksaan dan
pertanggungjawaban.

Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemarntauan

risiko dilalcukan pada:

a. tingkat Pemetintah Daerah;

b. tingkat Organisasi Perangkat Dacrah; dan

. tingkat Kegiatan di Organisasi Peranglat
Daerah.

Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan
Ririko dilakukan dengan menggunakan aplikesi
berbasis teknologi informasi.

BARB IV
PEMILIK RISIKO DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Pemilik Risiko meliputi Pejabat Pelaksana Telknis
Kegiatan, Peabat Struktiral d¢i bHngkungan
Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati.

Pemilik Risiko Pemerintah Kabuopaten Pringsewu
adalah Bupati namun dalam pelaksanaannya
didelegasikan kepada Sekretaris Daecrah sebagai
koordinator pengelolaan Risikac di Pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan proses penilaian,
pengendalian dan pemantauan Risiko pada
Pemerintah Kabupaten Pringsewn.



(3)

(9

(3

{0]

(1)

(2)

(2]

(3}

Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan tugas
kepada QOPD yang ditunjuk untuk
mengowrdinasikan dan melakukan pemantaunan
proses penilaian dan pengendalian risike di
linglungan Pemerirmtah Kabupaten Pringsewu.

Inspektorat melakukan  pengawasan  atas
pencrapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah
Kabupaten Pringsewu.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4 dapat dilakukan melalii asistensi/
pendampingan, validasi, reviw, cvaluasi, audil
atau bentuk pengawasan intern lainnya.

Hasil pengelolaan Risiko dapat dijadikan dasar
bagi Inspeklurat delam menyusun perencanaan
dan melaksanalan pengawasan berbasis risiko,

Paral 7

Kepala OPD di linglkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu wajib melaksanakan Proses Penilaian,
Pengendalian dan Pemantauan Risike pada umit
kerja masing-masing dengan efektif,

Kepala OFPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengadministrasikan  hasil!  Proses  Penilaian,
Pengendalian dan  Pemantanan Rigike di
lingkungan unit kerja masing-masing.

FPasal 8

Penilaian dan Pengendelian Pemantauan Risiko df
lingkungan Pemerintah Kahirpaten Pringsewu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Bentuk-bentuk Formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terplsahkan dari Peraturan ini.

Pengembangan lehih  lanjut dalam bentuk
kebjjakan dan/atan petunjuk teknis penerapan
Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko
yaug lebih rinci akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.



LAMPIRAN 1 r PERATURAN BUPATI PRINGSEWL
NOMOR : {5 23" 2018
TANGGAL © 5 aprs1 o313

PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

1. KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Secara umum, kebijakan Penilasian dan Pengendabian Risiko
Provinsi/ Kabupaten meliputi:

a. Kebijakan Skala Risiko Pemerintah Daerah

Leve! risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau
dimmensi, yaitu lervel kemungkinan terjadinya risiko dan leve!
dampak (konsekuensi} risike. Kedua dimensi teregebut harus
dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam
penenman level risiko. Level kemungkinan terjadinya risiko, level
dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima)
skala tingkatan {levc]. Penentuan [level risiko Pemerintah Daerah
beserta dengan wuruten prioritasnya menggunakan Tatriks
Analisis Risiko sebagaimana di bawah ini:

Matriks Level Dampale
Anabisis 1 a2 | 3 4 5
Risiko Tidak Rendah [Menengah | Resar | Sangat
5x5 Signifikan Signifikan
Hampir
5 past 5 10 15 20 25
3 . teriadi
Sering ,
% 4| terads a 8 12 16 20
Kadang
ﬁ 3 terjadi 3 6 9 12 15
i Jarang
- 2 teradi 2 4 A R 10
_§ Hampir
1 tidak 1 2 3 4 5
terjadi ]

b. Kriteria Risiko Pemerintah Daerah
Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secars
kuantitatif mavpun kualitatif, yvang digunakan untuk menentukan
level kernungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu
Risilto. Penentuan kriteria Risike harus memperhatikan regulasi
yvang ada dan aspirasi pemangku kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria Risiko vang akan
digunakan untuk mengevaluasi tnglkat bahaya suatu Risiko.
Kriteria Risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasaran
organisasi, dan dampak terhadap suinber daya vang dirmiliki
organisasi.

Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hukum dan
peraturan perundangan telah ditetapkan. Kriteria Risiko harus
disusun pada awal penerapan Proses Penilaian dan Pengendalian
Risiko dan harus ditinjau ulang sccarx Derksla, serta disesuaikan
denigan peruhahan kendigt organisasi.



Beberapa fuktor yvang perlu diperhatikan pada saat HIENYUSLLN
kriteria Risiko antara lain:

1)
2)
3)
4)
3)

6)

7]

jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta
bagaimana mengukurnya;

bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinyas;

kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
bagaimana menentukan peringkat Risiko;

pada peringkat manakah Risiko dapat diterima atau dapat
ditoleransi;

pada peringkat manakah Risiko memerlukan pengendatian;
dan

apakah kombinasi dari herhagai macam Risike perlu
mendapatkan pertimbangan khusuas.

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan skan digunakan
pada tahap analizis Risike. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:

1)

kriteria kemungkinan terjadinya Risiko flikelihood/ froquency),
yaitu besamya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan
terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan
slalistik {probability), frekuenst kejadianpersatuan walktu {hari,
minggu, bularn, tahun}, atau dengan expert fudgement.

Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel di

bawah ini:

[ _LEVEL KEMUNGKINAN KRITERIA KEMUNGKINAN |

- « Kemungkinan terjadinya sangat jarang

Hamph Tidak Tcxjadi (xurang Jderci 2 kali dalam 5 tahun);
i1] » Persertase  kemungkinan terjadingg
j kurang dari 5% dari volume transaksi
dalam ] periode. =~ )

« Kemunglanan terjadinys jurang (2 kali s.d
Jarmng Terjadi 10 kali dalam 5 tahun); :

(2) » Persentase kemungkinan terjadinya 5%

8.d 10%c dari volume transaksi dalam 1
| ! periode. ) ]
!+ Kemungkinan terjadinya cukup sering [di ;
Kadang Terjadi atas 10 kali 5.4 18 kali dalam 5 tahun); '
' 3) s Perseniase EKemungkinan terjadinya di
atas 10% s.d 20% dar volume transaksi
L . _dalam 1 periode. -
i » Kemunglinan terjadinya sering (di atas 18
Scring Terjadl kali 5.d 26 kali dalam 5 tahuny);

%) ¢ Persentase kemungkinan terjadinya di:
atas 20% s.d 50% dari volume transaksi
dalam 1 periode. _ _

* Hemungkinae lcrjadinys sangat sering (di
Hampir Pasti Terjadl : atas 26 kali dalam 5 tahun);

{5) + Perseniase kemungkinan terjadinyva lebih :
dari 50% dari volume transaksi dalam 1
periode. _ _ i




2) Kriteria dampak feonsequences) yaitu area dampak apa saja yang
perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendshnya akibat dari
suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi,
penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria
dampak scbagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Lewe] Ares Dampak
Datapak
Heragian/ | Publikesl | Kerasskan | Hambetan |Gunggunan |Pelmporan Tidak
Penyimpa Hegutlf |Lingkmoges |pencapsian Pencapaion |Keuangan han /
ngan Essarun Hincrjn Tuntwtmn
Btrsteyia Hukum
Tidak Jomlala Fublikast Kemvgakan | Terdapat Peneapaa | Belumh Jumlah
] kerugian negatif  di | lingkungan | nambaran an target | koreksi Rt ITan
{1 sRp 10 lingkunigan * vang pencapeian | kinerja atas bulcam
Juta atay | intemnal berarti eatu KU | = 10004 ketidnaic atau
Jumiah Pemsrinteh pada dalam satu sesuaian | termuan
ptoyim Provinsi lisgglaz FASECEN terhadap | kebdak
pangan Lampung desaf siraiegis akuntansi | patahan
=3 kal | gtan OPD | kelurahan dapar dari
dalam rlieleoni lembagn
setahuin kan berora
eIl 5 O
kali
dalam
st
perinle
Reodelh | Juptsh Munculnya | Ketusskan | Terdapat Pencapal Zelurah Jumlaly
i2) kerugian | publicasi linglungan | hambatan an target | koreksi untutan
lebibr dari | negatf di | yang peticapamn | kinerja di | atas hukumm
Bp.10 Media hearari lehilh  dar | atag lectidal: atau
Juta s.d | Lokal pada satl  IKU | B(®% s.d | sesusion | temuan
Rp.50 Habnpaten | linglkap dalam maty | 100% terhadap tetdak
Juta atau kecamatan | sasaran akuntansi | pamhan
Jjumlah strategis dapat dari
pEnyimpa dinelesai ]Eﬂ-‘lbﬁg&
ngan kar berwe
Irhih deri vang i
32 =sd.I0 dtas &
Bah ad 15
dalam keali
scetahun dalam
SRy
periode
Menengah | Jumlsh Femberitasn | Kerusakan | Terdapat Peacapai | Selurnh Jumiai
i3) kerngian | negatif  of | lingkurgan | baunbaten | an target | kocelsi Liutuian
lebih dari | media yang pencapaian | kinerja i [ atas bukum
Rp.50 massa berard Itbih =atu | atas kKetidakse | atau
Juta sd ! lokal pada IXU dalam | 50% 5.d| suaian termuarn
Kp.10D Engkup dua B¥4 tethadap | letidak
Juta gtan Kabupaten | samaran akunileng: patuban
jumlah J Hota srategis dapat dar
peryim iseslenzesi lembaga
- penigan ken betwee
lebih dari neng di
10 s.d.15 amas 15
Leali sd 30
, rialam kali
i zetahun dalam
satu
periode




Level Area Campak
Dumpek
HEeruglan | Fublikasi | Kernsakan | Hambatan |[Genggran |Pelaporan Tiduk
Peoylmpa Wegatil |Lingkungsa |pencapalsn ncupaian [Meusagan han
ngan Sasaran Einarja Taotaten
Strategls Hulo
Demar Jumlah Muneulnya | Kerumakan | Terdapet Poncapai | Selumgh Jurntah
L] kerugian | publikasi Iingkungan | hambatan an target | horeksi turhitan
lebih dari | negadf  di | yuug pencapajan | kinerja o | atas bukum
Ep. 14} Media berarti letnh  saim ! atas ketidakse | atay
dJuta 5.d | Nasivial paila [KU dalarm | 25% #.d | suaian temuan
Rp.500 lityglcup Figa B, terhadap keetidals
Juta atau Provins SaFArar dkunanai | patuhar,
Jjumlah shaleyis eyl farl
Penyimpa diselessin | lembaga
gan lehih lkean berwe
dari 15 nang
gd, 20 sejum
kmli by di
dalam atas 30
selahun gz B0
kali
dalam
sntua
perede
Sangnt Jumlah Munculnya | Kerusakan | Terdapat Pencapai | Sehuruh Jumilah
Slgnifikan | kerugian | pubikcas fingknngan | hambatan an target | Woreksi tuntutan
) n=gara tegatif di | vaog pencapaian | Hneda ataw hulmaew
lebibh dar! | Media berard kbih =atu g 25% ketidalkse | atau
Rp Q00 Internmeaso poda KT dalam ShdEizTL IELO LT
Juta atau | nal lingkup lebih  dari terhadap | beticak
Jvunlal angar tiga gkuntanm | patuhan
penyim provinsi sAsaran dapat dari
nagan strategs dizelenag Iembaga
20 kali g lebih
dalenm dari aQ
setabiun kali
dalam
=Ain
pericde

Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko
yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko.
lingkungan
erganisas. Kategori Risiko minimal di Pemerintah Daerah adaiah
sebagaimana tahel di bawah ini:

Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi

No,

Knta;ud Rislko

i. | Risiko Operasional

operasional organisasi;

+ adanya tuntutan hukum dad
organisasi.

luar

Deflnisi
Risiko yang disebabkan:
* ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya -
proscs  internal, kesalalian  manusia,  dan
kegagalan sistem:

* adanya kejadian ckstemal yang mempengaruhi

kepada




Kategori Risiko | Definisi

Rigiko Finnngsial : Risiko yang discbabkan olch (idak (ercapainya target
pendapatan  daerah, aleh kepgapgalon  dalam
penyerapan helanja daerab, tidak sesual proyeksi !
(proporsionalitas penyerapan) dan pembiayaan.

Risiko Strategis | Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan
orgenisasi  dalam  mengambil keputusan dalam
memilih  strategi, ketidaktepatan atau tdak
dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta
kegagalan  dalam  mengantisipasi  perubahan
lingkungan arganisasi berupsa perubahen kondisi
. sosial,politik, dan ekonomi.

Risiko Fraud Risika  yang timbul karena Lkecurangan yong
: disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud |
meliput: pengelaparn aset [barang milik negara atau
kas dan sctara kas), korupsi (suap-mcoyuap,
- gratifikkasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan
. kinerja dan keuangan,

: Risiko Kepatuhan Risiko yang timbul akibat orgenisasi tidak mematuhi
danfatau tdak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan vang berlaku. Sumber
Risiko Kepatnhan antasa lain timbul karena |
i kursngnya pemahaman atan kesaderan hukum
tcrhadap ketcntuan maupun pemturan perundang-
undangan yang berlaku umnm.

' Rigiko Rtﬁutasi Risiko yang disebabkan oleh menrunnya tingkat :

kepercayaarn pemangku kepentingan ekstemal yang :
bersumber dari persepsi negatif terhadap orgarisasi. |

Risiko Lingkungan : Kisiko yang disebabkan oleh eksternal terksit dengan
isu lingkungan,

Selera Risiko Pemerintah Daerah

Selera Risiko Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang
menjadi acuan dalam menentukan apaksh suatu Risiko perlu
ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana
organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhen. hasil dan
Resike.

Penetapan sclera Risiko dapat Dicontohkan sebagaimana table di
bawah ini:

No. Kategori Risiko Besaran Ris{ko yang Harus |
| dikendalikan
1. | Risiko Operasional X =4
2. | Risiko Finansial _ _ 24
3. | Risiko Strategis ; =4 o
4. ' Risike Fraud ' ] L z1 '
. 5. | Risike Kepatzhan _ _ =3
| 6. |Risiko Reputasi _ o z1 ]
7. | Risike Lingkungan T




2. PROSES PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKD

Proses Fenilaian dan Pengendalian Risiko merupakan praktik
penilaian dan pengendalian yang bersifat sistematis, mulai dari
penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risike,
pengendalian risiko, serta pemantauan {monitoringj.

Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko dilakukan oleh pimpinan
dan pegawai di lingkungan Pemerintah Dzerah. Proges Penilaian dan
Pengendalian Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan
proses penildian dan pengendalian secara keselurizhan, menyatu dan
disesuaikan dengan proses bhisnis organisasi.

Froses Penilaian dan Pengendalian Risike dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berilaut:

a. Denetapan Tujuan
Penetapan Tujuan dilakukan dengan cara menjabarksn tujuan
disesuaikan dengan dokumen perencanaan vyang telah
ditetapkan, Untuk level pemerintah daerah disesuaikan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) untuk periode tahunan. Untuk level QPD
disesuaikan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk perode 5
{lima] tahuman dan Rencana Kerja (Renjaj OPD atan Rencans
Kerja dan Anggaran [RKA) untuk pertode tahunan.

b. Identifikasi Risike
Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifilasi
kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risike yang
dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian
tujuan organisasi.

<. Analisis dan Evaluasi Risiko
Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat
konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinva risiko
berdasarkan  Kriterin Risiko, dengan mempertimbangkan
keandalan sistem pengendalian yang ada. Selanjutnya evaluasi
risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan
keputusan mengenai perlu  tidalmya dilakukan upaya
pengendalian risiko lebih lamjut serta pementuan prioritas
penanganannya.

d. Rencana Tindak Pengendalian (Penanganan Risiko)
Rencana Tindak Pengendaliandilakukan dengan mengidentifikasi
berbagai opsi Pengendalian Rigike yang mungkin diterapkan dan
memilih satu atau lebih opsi Pengendalian Risiko yang terhsik,
dilanjutkan dengan penyusunan rencana Pengendalian Risiko,
dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebur.

€. Pemantauan {mordforing)
Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dan
Proszes Penilaian dan Pengendalian Risiko.
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A FORMULIR PENETAPAN TUJUAN
1. FORMULIR PENRTAPAN TUJUAN TINGKAT KEGIATAN
NO | TUJUAN [SASARAN [PROGRAM | KEGIATAN | % BOBOT | PEMILIK RISIKO | PEMILIK RISIKO 2 | PEMILIK RISIKO 3
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2. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO TUJUAN OPD SASARAN OFD
3. FORMULIR PENETAPAN TUJUAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
NO | VISIPFEMDA | MISIPEMDA | TUJUAN PEMDA SASARAN PEMDA SASARAN OFD




R.

FORMULIR IDENTIFIXASI RISIKO
1. FORMULIR DAFTAR RISIKG TINGKAT KEGIATAN
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2. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
N (RASARAN [ TAHUN (PERKO PERNYAT |URAIAN |[FEMILIK SUMBER KOMTROL PENYEBAE DAMPAK | PENGENDALIAN B15A
OFD DE AAN RISIKO RISIKC YANG ADA RISIKO
RISIKC
3. FORMULIR DAFTAR RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
NO SASA [TAHUN [PERIC |PERNYATAAN |URAIAN [PFEM'LIK | SUMBER [KONTROL |[FENYEEAB | DAMPAK | PENGENDALIAK YG ADA | SISA
EAN DE RISTKD RISIKO RISIKO KisIKD
FEMDA




4. PETA RISIKO
1. PETA RISIKQ TINGKAT KEGIATAN
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3. PETA RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
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2. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKQ TINGKAT KEGIATAN

1.
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2. FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH
NO | SA2A | T | P |PERNYATAAN KEMUNGEI | DAM TING |RERCA [JADWAL [PENANG | KEMUNGKI IDAMP;‘.]{ TINGKAT orsl
FAN | A |E RASIKO NAN PAK KAT NA (BULAN) GUNGIA NAN " (RENCA RISIKC PENGENDA
UrD | H | R (RENCANA] ([RENCA [RISIKO (TINDAK : P WAB . [RENCANA) MNA) [RENCANA) LIAN
u |1l NA} (REN |PENGEN | | | SETELAH SETELAH | SETELAH | (YA/TIDAK)
NG i CANA} |DALIAN PENGENDA PENGEN | FENGENDA
: D : RISIKO LIAN DALIAN LIAN
j .E |
i i H
= :
I
3. FORMULIKR RENCANA TINDAEK PENGENDALIAN RISIKD TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
NQ [SASARAN | T | P |PERNYATAAN | KEMUNG | DAMP [TINGKAT | RENCA JAD KEMUNCGKI] DAMPAK TINGKAT OFSI
PEMDA | A | E RISIKC KINAN AK RISIKOQ NA WAL NAN (RENCANA) RISIKG PENGENDA
H | R [RENCAN | [REN ! (RENCA |TINDAK |(BULAN) (RENCANA] | SETELAH | [RENCANA] LIAN
u|lo Al CANAI i NA} PENGEN SETILAH | PENGENDA | 3ETELAH | [YA/TIDAK)
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6.

FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT KEGIATAN

NO |SASARAN (PROG KEGIATAN | T | PER] | PER [KEMUNC | RENCA | TIKG RENCANA RENCANA | REN | KEMUN | DAM |DEYIAS] | REKO |
OPD RAM OPD A | ODE | NYA | KINAN NA KAT | TINDAK |TINGKAT | CANA | GKINAN | PAK | (REN MEN
! CPD H TAAN | (RENCA | (REN RIS! | PENGEN |[KEMUNG | TING | AKTUAL | AKT | CANA | DASI
wJ RISI NA) CANA) KO DALIAN EINAN EAT UAL |DIKUEA
N ) [RENC | RISIKO DAMP NGI
ANA) AK AKTUAL}
2. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT ORGANISASI PERANGEAT DAERAH
NO | SASA |T | P |PERNYATAAN | XEMUNGK! | RENCA | TINGKAT | RENCANA [RENCANA REN |[KEMUNG | DAM | DEVIAS] | REKOMEN
RAN |A[E RISIKO NAN NA RISIKO TINDAK |TINGKAT | CANA KINAN PAK | (EENCA LIASI
OPD |H R [RENCANA| | (REN (REN PENGEND |KEMUNC TING | AKTUIAL | AKT NA
i U 1 CANA) CANA) ALIAN KINAN KAT UAL | DIKLRA
N O RISIKO DAMPAK NCI
D AKTUAL)
E
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Peraturan Bupatr ind malai berlaku pada tanggal
diundangksan.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya «alam  Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu

RUPATI PRINGSEWL],

dto
SUJALY
Dsundangkan di Pringsewu
pada tanggal @ 7 Aoril 2010

SEKRETARIS MAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A.BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMO#K = 16

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewnu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kahupaten Pringsewu : http://jdih_pringsewukah . go.id/



Proses Penilaian dan Pengendalian Risiko diterapkan dalam suatu
siklus berkelanjutan. Sectiap siklus mempunyai periode penerapan
gselama 1 (satu) sernester. Proges Penilaian dan Pengendalian Risiko
dilakukann pada setiap tingkatan organisasi di  lingkungan
Pemerintah Daerah. Tingkatan tersebut meliput: :

a. Tingkat Pemerintah Daerah;,

b. Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

~ gl atamn Kagiatarn

BUPATI] PRINGSEWL,

dto

SULTAD?



3. FORMULIR PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TINGKAT PEMERINTALI DAERAH

N

RASA

EAN

FEM
DA

Zo T

Moo= amd

PERNYA
TAAN
FISIEC

KEMUNG
KINAN
RENCA
N

RENCA
NA
[REN
CANA)

TING
KAT
RIEI

KO
(REN
CANA)

RENCANA
TINDAK
FLNCEN

DALIAN
RISIKO

RENCANA

TINGKAT

KEMUHMNG
KINAN

TINGKAT °
DAMPAK

RENCANA  KEMUNG

KINAN
AKTUAL

DAMPAX | DEVIASI
AKTUAL i [RENCANA
DIKURANG:
AKTUAL)

REKOMEN
DAS

dto

SUJAD]

BURATI PRINGSEWU,

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/
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